
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah

membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak

berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan

perubahan zaman. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin Corruptie atau

Corruptus. Selanjutnya, disebutkan bahwa Corruptio itu berasal dari kata

Corrumpore, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah Corruptio

turun kebanyak bahasa Eropa, seperti inggris: Corruption, Corrupt; Prancis:

Corruption; dan Belanda: Corruptie.15

Arti harfiah dari kata Corrupt ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak

jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau

ucapan yang menghina atau memfitnah,16 sedangkan menurut Kamus Umum

Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara

atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.17

Andi Hamzah menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan tumbuh

suburnya korupsi:

15 Lilik Mulyadi, Op, Cit., hlm. 16
16 Andi Hamzah, Op, Cit., hlm. 9
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia: Op, Cit., hlm. 462
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1) Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika dibandingkan dengan

kebutuhan sehari hari yang semakin meningkat.

2) Kultur kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber meluasnya korupsi.

3) Manajemen yang kurang baik serta komunikasi yang tidak efektif dan efisien.

4) Modernisasi.18

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu satu bagian dari hukum pidana

khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum

pidana umum, seperti adanya penyimpangan pada hukum acara serta apabila

ditinjau dari materi yang diatur maka secara langsung atau tidak langsung

dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin kebocoran dan penyimpangan

keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin

penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa

dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada

umumnya.

Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II

tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III

tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal

21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu perbuatan atau tindakan untuk

dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak

18 Ibid.
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pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan

sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan

tindak pidana korupsi adalah:

1) Pasal 2 ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara.”

2) Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara.”

Mengacu kepada definisi dari masing-masing pasal maka dapat diuraikan unsur-

unsur dari Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1) Setiap orang termasuk pegawai negeri, orang yang menerima gaji atau upah

dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari

suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah,

orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan

modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Selain pengertian

sebagaimana tersebut di atas termasuk setiap orang adalah orang perorangan

atau termasuk korporasi.
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2) Secara melawan hukum adalah melawan hukum atau tidak, sesuai dengan

ketentuan-ketentuan baik secara formal maupun material, meskipun perbuatan

tersebut tidak diatur dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan.

Selain dari itu juga termasuk tindakan-tindakan yang melawan prosedur dan

ketentuan dalam sebuah instansi, perusahaan yang telah ditetapkan oleh yang

berkompeten dalam organisasi tersebut.

3) Melakukan perbuatan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu berupa upaya percobaan,

pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Jadi walaupun belum terbukti telah melakukan suatu tindakan pidana korupsi,

namun jika dapat dibuktikan telah ada upaya percobaan, maka juga telah

memenuhi unsur dari melakukan perbuatan.

4) Memperkaya diri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah memberikan

manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pribadi, atau orang

lain atau suatu korporasi. Bentuk manfaat yang diperoleh karena meperkaya

diri adalah, terutama berupa uang atau bentuk-bentuk harta lainnya seperti

surat-surat berharga atau bentuk-bentuk asset berharga lainnya, termasuk di

dalamnya memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang diperoleh

dengan cara melawan hukum. Dalam hal yang berkaitan dengan korporasi,

juga termasuk memperkaya diri dari pengurus-pengurus atau orang-orang

yang memiliki hubungan kerja atau hubungan-hubungan lainnya.

5) Dapat merugikan keuangan negara adalah sesuai dengan peletakan kata dapat

sebelum kata-kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu
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adanya tindak pidana korupsi adalah cukup dengan adanya unsur-unsur

perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dari sebuah

perbuatan, dalam hal ini adalah kerugian negara.

B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian.

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan tugas hakim adalah untuk mencari dan

menemukan kebenaran yaitu bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap

terdakwa benar-benar telah terjadi dan ia dapat dipersalahkan melakukan

perbuatan itu. Oleh karena itu di depan persidangan hakim berupaya

merekonstruksi kebenaran peristiwa yang ada. Merekonstruksi peristiwa adalah

membuktikan kebenaran peristiwa tersebut. Masalah pembuktian ini merupakan

masalah yang pelik (ingewikkeld) dan justru masalah pembuktian menempati titik

sentral dalam hukum acara pidana.

Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang

untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.19

Menurut Bambang Poernomo pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau

aturan undang-undang mengenai kegunaan untuk merekonstruksi suatu kenyataan

yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan

terhadap orang lain yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan

19 Yahya Harahap, Op, Cit., hlm. 36
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setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan

peradilan dalam perkara pidana.20

Dilihat dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan inti dari hukum

pembuktian adalah :

1) Hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan

pedoman mengenai cara-cara untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan

kepada terdakwa yang dibenarkan oleh undang-undang

2) Hukum pembuktian mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh

digunakan hakim dan diakui undang-undang yang digunakan untuk

membuktikan kesalahan terdakwa

3) Hukum pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur cara menggunakan

maupun menilai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti.

2. Teori Teori Pembuktian

Secara teoritis teori tentang pembuktian ada 4 (empat) macam, yaitu :

1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif

(positief wettelijke bewijs theorie).

Menurut sistem ini, dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada

dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara

positif. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang.

Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang

disebut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheori).

20 Bambang Poernomo, Op, Cit., hlm. 38
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Menurut D. Simons sebagaimana dikutip Andi hamzah, bahwa sistem atau teori

pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positief wettelijke) ini

berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan

mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.21

2) Sistem atau teori Pembuktian Negatif.

Menurut sistem ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang

berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh

undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.22 Perkataan

negatif dipakai untuk menunjukkan bahwa adanya bukti-bukti yang disebutkan

dalam undang-undang yang dengan cara mempergunakannya yang disebut juga

dalam undang-undang itu, belum berarti hakim harus menjatuhkan hukuman. Hal

tersebut masih tergantung dengan keyakinan hakim atas kebenarannya.

3) Sistem atau teori Pembuktian Bebas.

Menurut sistem ini, hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang sah dimana bila

ada keyakinan pada hakim tentang kesalahan terdakwa yang didasarkan pada

alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Teori yang

disebut juga Confiction intime ini merupakan suatu pembuktian yang walaupun

tidak cukup bukti, asalkan hakim yakin maka hakim dapat menjalankan dan

memidana terdakwa.

21 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 1996, hlm. 269
22 Ibid.
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4) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis

(La Confiction Raisonnee)

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atas dasar

keyakinannya, yang mana keyakinan itu harus berpijak pada dasar-dasar

pembuktian disertai suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada

peraturan-peraturan pembuktian tertulis tertentu. Sistem atau teori pembuktian

jalan tengah atau yang berdasar pada keyakinan hakim sampai batas tertentu ini

terpecah ke dua jurusan, yang pertama tersebut diatas yaitu pembuktian berdasar

keyakinan hakim atas alasan yang logis (Confiction Raisonnee) dan yang kedua

ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijke

bewijs theorie).

Persamaan diantara keduanya ialah keduanya berdasar atas keyakinan hakim,

artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia

bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada

keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan pada suatu kesimpulan

(conclusie) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang tetapi

ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut

pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia

pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan

pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang tetapi hal itu

harus diikuti dengan keyakinan hakim.23

23 Ibid.



22

3. Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP

Berdasarkan teori dan alat bukti menurut Hukum Pidana Formal diatur pada Bab

XVI bagian keempat Pasal 183 sampai Pasal 232 KUHAP. Pada KUHAP, sistem

pembuktian hukum pidana menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan

undang-undang atau Negatief Wettelijk Overtuiging. Dengan dasar teori Negatief

Wettelijk Overtuiging ini, hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada

terdakwa berdasarkan keyakinan (Hakim) dengan alat bukti yang sah berdasarkan

undang-undang dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu :“Hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana kepada seorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.24

Sedang yang dimaksud dengan 2 (dua) alat bukti yang sah haruslah

memperhatikan tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu : (1)

Keterangan saksi, (2) Keterangan ahli, (3) Surat, (4) Petunjuk, (5) Keterangan

terdakwa

Sistem Hukum Pidana Formil Indonesia, khususnya KUHAP, sudah dimaklumi

bahwa beban pembuktian ada atau tidaknya pidana yang dilakukan terletak pada

Jaksa Penuntut Umum. Pasal 137 KUHAP menyebutkan : “Penuntut umum

berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan

suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke

pengadilan yang berwenang mengadilinya.”

24 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 102
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Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP maka penuntutan

suatu perkara pidana tetap memiliki limitasi minimum dua alat bukti untuk

menentukan apakah seorang terdakwa ini bersalah atau tidak bersalah. Jadi

sebagai suatu lex generalis, sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara

tindak pidana diletakan pada beban Jaksa Penuntut Umum.

C. Tinjauan tentang Asas Pembuktian Terbalik

1. Pengertian Asas Pembuktian Terbalik

Sistem pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa

dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya.

Oleh karena itu pembuktian terbalik ini merupakan pengingkaran, penyimpangan,

pengecualian terhadap "presumption of innocence" dan "non self incrimination"

dan ataupun bertentangan dengan asas yang berlaku. Dalam delik korupsi di

Indonesia diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan

sistem KUHAP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian terbalik yang

bersifat terbatas atau berimbang, dan yang mengunakan sistem pembuktian

negatif menurut undang-undang. Jadi tidak menerapkan teori pembuktian terbalik

murni, (zuivere omskering bewijstlast), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas

dan berimbang.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian

“pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa

mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana
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korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan

harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi

yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan

Penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaannya. Kata-kata

“bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila

terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak

pidana korpsi”, Hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi

sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan

dakwaaanya.25

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa secara teoitis Ilmu Pengetahuan

Hukum Acara Pidana asasnya mengenal 4 (empat) teori hukum pembuktian,yaitu:

Pertama, Teori Hukum Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif.

Kedua, Teori hukum pembuktian menurut Undang-Undang secara Negative.

Ketiga,Teori system atau pembuktian bebas. Keempat, Teori hukum pembuktian

menurut keyakinan hakim. Konsekuensi logis teori hukum pembuktian tersebut

berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian. Dikaji dari

perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang

beban pembuktian, yaitu :

1) Beban Pembuktian pada Penuntut Umum

Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus

mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jikalau tidak

demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa.

25 Martiman Prodjomidjojo, Op, Cit., hlm. 107
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Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada penuntut umum ini berkorelasi

asas praduga tak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri

(non self incrimination). Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa

“tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Pembuktian

seperti ini merupakan pembuktian biasa atau konvensional.

2) Beban Pembuktian pada Terdakwa

Menurut konteks ini , terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan

sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu terdakwalah di depan sidang

pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat

membuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada

dasarnya teori pembuktian jenis ini dinamakan teori “pembalikan beban

pembuktian” (Omkering van het Bewijslast atau reversal of Burden of Proof).

Dikaji dari prespektif teoritik dan praktik teori beban pembuktian ini dapat

diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni.

3) Beban Pembuktian Terbatas dan Berimbang

Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atau Penasehat

hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum

akan membuktikan kesalahan terdakwa sebaliknya terdakwa beserta Penasehat

Hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan.26

26 Djoko Sumaryanto, Pembalikan beban Pembuktian, Prestasi Pustaka,. Jakarta. 2009, hlm 88
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2. Pengaturan Asas Pembuktian Terbalik

Polemik penerapan pembuktian terbalik yang sudah lama terjadi dan argumentasi

hukum yang diungkapkan para pakar hukum di negeri ini tidak dapat dijadikan

alasan penghambat penerapan pembuktian terbalik diatur dalam sebuah peraturan

perundang-undangan. Pemikiran-pemikiran yang hanya disandarkan pada

pandangan positivisme hukum tidak bisa dijadikan sebagai tameng penghambat

pengaturan asas pembuktian terbalik dituangkan dalam undang-undang yang baru.

Apalagi menjustifikasi (membenarkan) pembuktian terbalik dianggap

bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), dan

asas non self incrimination (sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam

suatu proses peradilan pidana).

Asas pembuktian terbalik terbatas, meski tidak secara utuh, namun ruang

permberlakuan asas tersebut cukup jelas disebutkan dalam Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak secara utuh disini, dimaksudkan

bahwa, meski seseorang telah gagal membuktikan asal-usul harta kekayaannya

yang patut dicurigai dari hasil tindak pidana, jaksa sebagai penuntut umum tetap

memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya diproses pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

tahun 2001, Pasal 37 ayat (1), dikatakan bahwa:

“terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan

tindak pidana korupsi”.
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Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi,

maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk

menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Pada Pasal 37A ayat (1) dan (2), lebih

menguatkan posisi beban pembuktian terbalik tersebut, dengan menegaskan

bahwa:

“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya

dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau

korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang

didakwakan”.

Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang

dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti

yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Meski memiliki ruang dalam memberlakukan beban pembuktian terbalik, namun

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tersebut, tetap dibatasi ketentuan lain di dalamnya. Beban pembuktian terbalik

tetap membebankan pembuktian kepada jaksa penuntut umum, meski si terdakwa

gagal membuktikan asal-usul kekayaannya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal

37A ayat (3), yang menyebutkan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan
tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal
5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum
tetap berkewajiban untuk membuktikann dakwaannya”.
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Selain ketentuan tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme, secara jelas juga telah memberikan amanat agar penyelenggara negara

menjelaskan asal-usul kekayaannya apabila dimintai keterangan oleh Komisi

Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Disamping itu, dalam

Pasal 17 ayat (2) huruf e, disebutkan bahwa:

“Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau
Seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari
Korupsi, kolusi, atau nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara
Negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.

D. Tinjauan tentang Asas Non Self Incrimination.

Menurut sistem peradilan pidana (criminal justice system/cjs) berdasarkan sistem

hukum Common Law (sistem adversarial/sistem kontest), asas hukum ini

merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah

berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (due process of law). Asas praduga tak

bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip due process

tersebut. Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka kepada

tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan

keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (the

right of non-self incrimination), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam

proses penyidikan maupun dalam proses persidangan.27

Tafsir hukum atas Asas Praduga tak bersalah ialah hak seseorang tersangka untuk

tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan

27 http://www.pnbanjarmasin.go.id, diakses 19 April 2012
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sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat

absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk

”nonderogable rights” seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak

dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif). Bahkan UUD 1945

dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak praduga tak bersalah ,asas ini

hanya dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor

8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Rumusan kalimat dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (2009),

dan Penjelasan Umum KUHAP,adalah:

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum

ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah

memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut kovenan internasional, hal tersebut juga telah dinyatakan dalam

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah

diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam arti, ICCPR

tersebut menjamin sepenuhnya hak seseorang untuk tidak dinyatakan bersalah

sebelum terbukti secara hukum. Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR menyebutkan

bahwa: “Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang

berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau

mengaku bersalah (non self incrimination)”.


